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ABSTRAK 

 

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK 

PIDANA YANG MENERAPKAN SKEMA PIRAMIDA DALAM 

MENDISTRIBUSIKAN BARANG 

 

Oleh: 

 

REYKA NADINA ILHAM 

 

Zaman terus berkembang, begitu pula berbagai jenis kejahatan yang kian lama 

kian berkembang dan bermacam macam bentuknya, salah satunya adalah 

penerapan sistem skema piramida. Penerapan sistem skema piramida dalam 

kegiatan usaha banyak bentuknya dan cukup sulit dikenali karena para pelaku 

seringkali menggunakan kedok untuk menghindari jerat hukum pidana 

sebagaimana kasus yang diambil sebagai contoh dalam penelitian ini yaitu kasus 

PT. NSW yang terindikasi menggunakan skema piramida. Selama ini, proses 

penegakan hukum yang dipengaruhi dengan berbagai faktor yang ada masih kerap 

kali melahirkan celah hukum bagi para pelaku. Dalam penelitian ini menjelaskan 

bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang 

menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang dan apa saja 

faktor yang memengaruhi penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak 

pidana yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang. 

 

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian kali ini adalah 

menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Penyidik Kepolisian Daerah 

Lampung, Hakim Kejaksaan Negeri Metro, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan 

Negeri Metro, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penegakan hukum pidana terhadap 

pelaku tindak pidana yang menerapkan sistem skema piramida dalam kasus PT. 

NSW mencerminkan fungsi hukum sebagai alat represif melalui tiga tahapan yaitu 

formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Tahap formulasi tampak dari larangan tegas 

dalam undang-undang Perdagangan. Pada tahap aplikasi, melalui proses 

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan aparat telah aktif 

meski menghadapi beberapa kekurangan. Sedangkan pada tahap eksekusi, vonis 

dijatuhkan namun pelaku utama masih buron, menunjukkan masih lemahnya 

pelaksanaan hukum secara menyeluruh. Faktor yang memengaruhi penegakan 

hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menerapkan sistem skema 

piramida yaitu regulasi yang mengatur masih terdapat kelemahan dan kurang 
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spesifik, sumber daya manusia para penegak hukum yang masih kurang terlatih, 

sarana dan fasilitas yang masih belum memadai, serta masih kurangnya kesadaran 

masyarakat akan literasi keuangan dan hukum. Sehingga faktor yang paling 

dominan adalah faktor penegak hukum dan masyarakat. 

 

Saran dari penulis adalah diharapkan para penegak hukum dapat meningkatkan 

ketajaman dalam mengidentifikasikan suatu kasus terkhususnya pada skema 

piramida yang menyangkut kepentingan publik secara luas. Selain itu juga 

pemerintah diharapkan dapat mencari solusi yang tepat dalam membenahi faktor 

yang dapat memengaruhi penegakan hukum itu sendiri, juga perlunya peninjauan 

kembali terhadap undang-undang agar kepastian hukum dalam memberantas 

tindak pidana penerapan sistem skema piramida  lebih efektif. 

 

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Skema Piramida, Mendistribusikan 

Barang



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST CRIMINAL 

PERPETRATORS WHO APPLY PYRAMID SCHEMES IN DISTRIBUTING 

GOODS 

 

By: 

 

REYKA NADINA ILHAM 

 

The times continue to develop, as well as various types of crimes that are 

increasingly developing and taking various forms, one of which is the application 

of the pyramid scheme system. The application of the pyramid scheme system in 

business activities has many forms and is quite difficult to recognize because the 

perpetrators often use a mask to avoid the snares of criminal law as the case 

taken as an example in this study, namely the case of PT. NSW indicated using a 

pyramid scheme. So far, the law enforcement process which is influenced by 

various existing factors still often creates legal loopholes for perpetrators. In this 

study, it is explained how criminal law enforcement against criminal offenders 

who apply the pyramid scheme system in distributing goods and what are the 

factors that affect criminal law enforcement against criminal offenders who apply 

the pyramid scheme system in distributing goods. 

 

The research method used by the author in this study is using a normative 

juridical approach and an empirical juridical approach. The data used in this 

study are primary data and secondary data. The resource persons in this study 

consisted of the Lampung Regional Police Investigator, the Metro District 

Attorney's Judge, the Public Prosecutor of the Metro District Attorney's Office, 

and the Lecturer of the Criminal Law Section of the University of Lampung. 

 

Based on the results of the research and discussion, the enforcement of criminal 

law against criminal perpetrators who apply the pyramid scheme system in the 

case of PT. NSW reflects the function of law as a repressive tool through three 

stages, namely formulation, application, and execution. The formulation stage can 

be seen from the strict prohibition in the Trade law. At the application stage, 

through the investigation, investigation, prosecution, and judicial process, the 

apparatus has been active despite facing several shortcomings. Meanwhile, at the 

execution stage, the verdict was handed down but the main perpetrator is still at 

large, showing that the overall implementation of the law is still weak. Factors 

that affect the enforcement of criminal law against criminal offenders who apply 

the pyramid scheme system are that the regulations that regulate there are still 

weaknesses and lack specifically, the human resources of law enforcers who are 
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still poorly trained, facilities and facilities that are still inadequate, and there is 

still a lack of public awareness of financial and legal literacy. So the most 

dominant factor is law enforcement and community factors. 

 

The author's suggestion is that it is hoped that law enforcers can increase their 

sharpness in identifying a case, especially in pyramid schemes that concern the 

public interest at large. In addition, the government is also expected to find the 

right solution in fixing factors that can affect law enforcement itself, as well as the 

need to review the law so that legal certainty in eradicating the crime of 

implementing the pyramid scheme system is more effective. 

 

Keywords : Law Enforcement, Pyramid Scheme, Distributing Goods
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“May the odds be ever in your favor” 

(The Hunger Games #1) 

 

 

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.” 

(QS. An-Najm: 39) 

 

 

“The scary news is, you’re on your own now. Butt he cool news is, you’re on your 

own now” 

(Taylor Swift) 

 

 

“Di kehiudpan kedua, semoga kau tak terlalu keras kepala” 

(Tarot – Feast) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring berjalannya waktu, zaman kian berubah dan perkembangan teknologi kian 

pesat membuat masyarakat saat ini dihadapkan pada tantangan besar untuk 

memenuhi kebutuhan hidup yang semakin kompleks. Teknologi akan terus 

berkembang maju ke depan dengan signifikan yang mana bertujuan untuk 

menciptakan perubahan besar dalam membantu memudahkan pekerjaan manusia. 

Banyak dampak positif yang telah dihasilkan oleh teknologi itu sendiri, seperti 

kemudahan akses informasi dan inovasi dalam berbagai bidang, termasuk sektor 

bisnis dan ekonomi. Namun, di sisi lain perubahan ini juga melahirkan tekanan 

ekonomi yang membuat sebagian  masyarakat berada dalam situasi sulit dimana 

maraknya ketimpangan sosial dan ekonomi. Dalam kondisi tersebut, berbagai 

jenis bisnis dan peluang investasi bermunculan menawarkan janji-janji 

keuntungan besar dalam waktu singkat. Padahal kegiatan investasi merupakan 

kegiatan bisnis yang terus berkembang karena dapat memberikan keuntungan 

(return) bagi para investornya, tetapi investasi juga memiliki risiko (risk). Maka 

dengan pengambilan risiko yang tinggi dan tidak mudah dalam suatu investasi 

akan membuahkan keuntungan yang tinggi juga.1  

Investasi berasal dari Bahasa Italia yaitu investire yang berarti memakai atau 

menggunakan. Maka investasi dapat dikatakan sebagai penanaman modal atau 

suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang disebut dengan investor 

dengan menaruh sebagian hartanya yang berupa uang ataupun dalam bentuk 

 
1 Hariyani, Iswi, R. Sertianto D. Purnomo, dan Cita Yustusia Serfiyani, Pasar Uang & Pasar 

Valas, Jakarta : Gramedia, 2013, hlm 18. 
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lainnya yang memiliki nilai dan kemudian diberikan kepada suatu pihak atau 

lembaga tertentu dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau profit. 2 

Kondisi perekonomian yang tidak stabil membuat kejahatan dalam ranah bisnis 

semakin bermunculan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Salah 

satunya adalah praktik Money Game. Praktik Money Game yaitu kegiatan yang 

mengandalkan pendapatan dari biaya pendaftaran atau perekrutan anggota baru. 

Money Game dapat didefinisikan sebagai aktivitas penghimpunan dana dari 

masyarakat atau penggandaan uang dengan cara memberikan komisi dan bonus 

yang bersumber dari perekrutan atau pendaftaran mitra usaha baru. Aktivitas ini 

tidak berasal dari hasil penjualan produk, atau jika melibatkan produk, produk 

tersebut hanya digunakan sebagai kamuflase dan sering kali tidak memiliki mutu 

atau kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.3  

Praktik  Money  Game salah satunya menggunakan sistem skema piramida. 

Sistem skema piramida dalam suatu bisnis biasanya mengharuskan para anggota 

yang tergabung untuk membeli produk dengan harga mahal, tetapi produk 

tersebut sebenarnya tidak bermanfaat dan hanya digunakan untuk 

menyembunyikan penipuan. Anggota yang telah tergabung dalam bisnis ini akan 

diharuskan mengajak orang lain untuk bergabung dan membeli produk serupa.  

Kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawahlah yang sering kali menjadi 

target utama dengan berbagai media dan modus yang beragam. Hal ini terbukti 

dari banyaknya konsumen yang menjadi korban penipuan akibat strategi 

pemasaran dan penawaran yang tampak menarik tetapi justru menjebak 

masyarakat awam yang tidak memahami perbedaan antara tawaran yang sah dan 

yang menyesatkan.4  

Perkembangan zaman yang berjalan beriringan dengan kemajuan teknologi 

menjadikan investasi online sebagai suatu hal yang digemari bahkan menjadi 

 
2 Pramita, K. D., & Hendrayana, K. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai 

Konsumen dalam Investasi Online. Jurnal Pacta Sunt Servanda, Volume 2 Nomor 1, hlm.2 
3 Suwandono, Bianca Janet Tarsisius Murwadji Agus. "Praktik Skema Piramida dalam Sistem 

Distribusi Barang." Jurnal Ilmu Kepolisian 14, no. 2 (2020): 18-18. 
4 Abdul Hadi, ‘Daftar Investasi Ilegal Menurut Data OJK Terbaru: Update April 2020’ 3 Juni 

2020 diakses dari : https://tirto.id/daftar-investasi-ilegal-menurut-data-ojk-terbaru-update-april-

2020-fDSp pada tanggal 28 Januari 2025, pukul 22:08 WIB. 
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primadona di kalangan masyarakat saat ini. Model investasi online menjadi 

populer salah satunya karena adanya fasilitas online trading yang telah disediakan 

oleh perusahaan atau broker, sehingga dengan adanya sistem online, para investor 

ritel dapat lebih mudah dan  memiliki fleksibilitas untuk melakukan transaksi jual 

beli produk pasar modal dimanapun dan kapanpun karena akan lebih mudah 

dalam memantau pergerakan harga saham selama tersedia akses internet. Investor 

pun dapat melakukan transaksi secara real time sehingga eksekusi saham dapat 

dilakukan secara cepat.5 Oleh sebab itu berbagai macam investasi online telah 

hadir salah satu nya yang populer saat ini adalah perdagangan valuta asing atau 

forex exchange atau yang biasa disebut trading forex. 

Secara umum Trading Forex adalah produk investasi yang memperdagangkan 

mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain atau dimana seorang 

trader membeli atau menjual uang. Semua kegiatan di perdagangan berjangka, 

termasuk trading forex diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 

tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan 

Berjangka Komoditi. Oleh sebab itu trading forex di Indonesia adalah aktivitas 

yang legal dan diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 

(BAPPEBTI).6  Bappebti bertanggung jawab memastikan bahwa perusahaan-

perusahaan yang menawarkan layanan trading forex mematuhi regulasi yang ada 

dan beroperasi dengan transparansi dan integritas.  

Kriminalitas di dunia ini sayangnya tidak pernah berhenti untuk hadir di tengah 

kehidupan bermasyarakat. Aktivitas trading forex dapat berubah menjadi ilegal 

jika perusahaan yang menyelenggarakannya tidak terdaftar dan menggunakan 

cara-cara yang ilegal dan cenderung mengarah pada tindak pidana penipuan yang 

menggunakan skema Piramida. Oleh karena itu, meskipun trading forex pada 

dasarnya adalah legal dan diperbolehkan di Indonesia apabila pihak 

penyelenggaranya jelas dan terdaftar, sangat penting bagi masyarakat untuk 

 
5 Tarigan, R. E. (2013). Peranan Sistem Informasi Dengan Online Trading Terhadap 

Pertumbuhan Pasar Modal Di Indonesia. ComTech: Computer, Mathematics and Engineering 

Applications, 4(2), 803-811. 
6 Putu Agus Pransuamitra, Tak Seperti Indra Kenz, Ini Rekomendasi Trading yang Benar, 22 

Februari 2023, diakses dari : https://www.cnbcindonesia.com/research/20230222140717-128-

416030/tak-seperti-indra-kenz-ini-rekomendasi-trading-yang-benar pada tanggal 6 November 

2024, pukul 10.40 WIB. 

https://www.cnbcindonesia.com/research/20230222140717-128-416030/tak-seperti-indra-kenz-ini-rekomendasi-trading-yang-b
https://www.cnbcindonesia.com/research/20230222140717-128-416030/tak-seperti-indra-kenz-ini-rekomendasi-trading-yang-b
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waspada dan memastikan bahwa mereka berinvestasi melalui perusahaan yang sah 

dan terpercaya. 

Melihat keuntungan yang dihasilkan oleh Trading Forex, banyak orang yang 

berbondong bondong untuk mencoba tanpa memperhatikan risiko yang dihadapi. 

Didukung dengan zaman yang serba instan ini membentuk pola pikir manusia 

untuk selalu mendapatkan suatu hal secara mudah dan cepat akan tetapi tidak 

diiringi dengan usaha yang sepadan. Seringkali pola pikir manusia yang selalu 

ingin serba instan akan menjerumuskannya kepada hal jahat seperti yang masih 

maraknya terjadi sejak dulu hingga sekarang yaitu pada kasus penipuan yang 

menggunakan modus investasi bodong.  

Minimnya literasi keuangan, pemahaman tentang trading forex di kalangan 

masyarakat yang relatif rendah, ditambah dengan tekanan ekonomi di masyarakat 

yang menuntut setiap manusia agar dapat terus memenuhi kebutuhan dan 

keinginan, banyak trader individu yang terjun ke dalam trading forex tanpa 

pengetahuan yang memadai tentang risiko dan kompleksitas, serta bagaimana 

strategi yang digunakan untuk aktivitas trading mereka, sehingga kurangnya 

edukasi dapat mengarah para kerugian yang signifikan. Platform forex ilegal 

kerap kali memanfaatkan kurangnya pemahaman trader tentang regulasi, 

sehingga banyak yang terjerumus dalam penipuan investasi bodong yang berbasis 

skema Piramida. Banyak yang dengan mudah percaya kepada orang yang baru 

ditemuinya beberapa waktu karena berpikir akan mendapatkan keuntungan yang 

besar walau hanya dengan usaha yang minim. Tidak peduli dengan resiko dan 

akibat apa yang akan dihadapinya nanti. 

Tingginya potensi permasalahan ini baik pidana maupun perdata bisa terjadi dapat 

terlihat dari munculnya banyak kasus akhir-akhir ini seperti salah satunya kasus 

penipuan investasi bodong yang dilakukan oleh PT Nestro Saka Wardhana yang 

berada di kota Metro, Provinsi Lampung dengan putusan nomor 

9/Pid.Sus/2023/PN Met. Dalam kasus tersebut, Direktur Utama PT Nestro Saka 

Wardhana yang diduga sebagai otak atau pelaku utama hingga saat ini masih 

masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Sementara itu, yang didakwa dan 
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diproses hukum adalah para dewan direksi dan pengurus yang merupakan tangan 

kanan dari owner perusahaan. 

Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini menjatuhkan tiga dakwaan kepada para 

terdakwa, yaitu; dakwaan kesatu pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang Perbankan, kedua pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2014 tentang Perdagangan, dan yang ketiga pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2014 tentang Perdagangan. Seluruh dakwaan tersebut turut disertai dengan 

ketentuan pidana penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana. Namun demikian, dalam putusannya, majelis hakim 

menjatuhi vonis bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Perbuatan Distribusi 

Yang Menerapkan Sistem Skema Piramida Dalam Mendistribusikan barang” 

dengan dijatuhi putusan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) 

bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan 

ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana 

kurungan selama 3 (tiga) bulan. 

PT. Nestro Saka Wardhana atau PT. NSW pada awalnya berada di bidang 

konstruksi kemudian beralih menjadi usaha penjualan Robot Trading Wisanggeni 

dan investasi trading forex tanpa izin resmi dari Menteri Perdagangan. Para 

pelaku menghimpun dana dengan cara mengajak orang lain untuk ikut 

berinvestasi  dengan syarat mendepositkan uang minimal 1000 dolar atau setara 

dengan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Pada skema ini awalnya 

perusahaan mengelola dana yang diinvestasikan oleh member dengan berkedok 

dana tersebut akan digunakan untuk kegiatan trading forex dan pembelian Robot 

Trading Wisanggeni. Perusahaan kemudian menjanjikan member bahwa akan 

mendapat keuntungan sebesar 15% per bulan dari nilai deposit yang diberikan 

secara pasti, serta bagi member yang dapat mengajak orang lain untuk ikut 

berinvestasi trading maka untuk member yang mengajak akan mendapatkan 

komisi atau fee sebesar 2% setiap bulan dari nilai dana deposit yang diberikan 

oleh member yang diajaknya. Namun pada kenyataannya PT. NSW tidak pernah 

melakukan kegiatan trading melainkan dana yang disetor atau didepostkan oleh 
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member ke PT.NSW hanya diputar putar saja dengan cara dana deposit member 

baru akan diberikan untuk membayar profit sebesar 5% kepada member yang 

telah ada sebelumnya. Dikarenakan PT. NSW tidak pernah melakukan kegiatan 

trading forex dan hanya memutar uang yang telah didepositkan oleh member 

sehinga sejak bulan Februari 2022 dan Bulan Maret 2022 PT. NSW tidak lagi 

mampu membayar komisi atau referral kepada member dikarenakan dana yang 

ada didalam rekening NSW tidak mencukupi disebabkan oleh tidak adanya lagi 

member baru yang masuk atau ikut bergabung.  

Kasus ini membuktikan bagaimana yang seharusnya setiap instrumen investasi 

akan selalu mengalami fluktuasi atau suatu pergerakan yang terjadi secara naik 

dan turun dan memberikan hasil yang bergantung pada kondisi pasar yang 

berlaku, dan tidak selalu menghasilkan keuntungan, bahkan apabila sudah 

menggunakan robot trading sekalipun. Maka, tawaran keuntungan besar dan pasti 

belum tentu bisa terwujud. Namun PT. NSW berhasil menipu banyaknya 

masyarakat dengan janji keuntungan yang didapatkan dengan menggunakan 

sistem bisnis ilegal yang dikenal sebagai skema Piramida dengan kedok penjualan 

Robot Trading. 

Skema piramida juga dapat dikatakan sebagai salah satu jenis penipuan tetapi 

penegakan hukumnya tidak dapat disamakan dengan penipuan biasa dan tidak 

sama dengan penggelapan. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak 

pidana yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang 

masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Kompleksitas modus 

operandi pelaku, penggunaan teknologi untuk menyamarkan aliran dana, serta 

belum memadainya regulasi yang secara spesifik mengatur bentuk-bentuk barang 

tidak berwujud menyebabkan upaya penegakan hukum sering kali belum 

mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih 

komprehensif terhadap implementasi hukum pidana dalam menjangkau pelaku 

kejahatan semacam ini, agar penegakan hukum tidak hanya mampu memberikan 

efek jera, tetapi juga menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat. Selain itu, 

analisis yang lebih mendalam mengenai berbagai faktor yang dapat memengaruhi 
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efektivitas penegakan hukum menjadi penting guna dijadikan pelajaran dan bahan 

evaluasi dalam perumusan kebijakan hukum ke depan. 

Berdasarkan uraian singkat latar belakang di atas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian hukum dan akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul 

“Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Menerapkan 

Sistem Skema Piramida dalam Mendistribusikan Barang” 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang 

menerapakan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang? 

b. Apa sajakah faktor yang memengaruhi penegakan hukum pidana terhadap 

pelaku tindak pidana yang menerapkan sistem skema piramida dalam 

mendistribusikan barang? 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai kajian hukum pidana formil 

khususnya tentang Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana 

yang Menerapkan Sistem Skema Piramida dalam Mendistribusikan Barang. Agar 

pembahasan tidak menyimpang dari substansi permasalahan di atas, maka 

rumusan permasalahan akan dibatasi mengenai bagaimana penegakan hukum 

pidana dan faktor yang memengaruhi penegakan hukum pidana terkait pelaku 

tindak pidana yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan 

barang. Adapun ruang lingkup waktu penelitian dilakukan pada tahun 2025 di 

wilayah hukum Kota Metro, Polda Lampung dan Universitas Lampung. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku 

tindak pidana yang menerapkan sistem skema piramida dalam 

mendistribusikan barang 
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b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi penegakan hukum 

pidana mengenai pelaku tindak pidana yang menerapkan sistem skema 

piramida dalam mendistribusikan barang. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta 

akademisi hukum pidana dalam pengembangan kajian hukum pidana, 

khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dan faktor yang 

memengaruhi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penerapkan 

sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang  

b. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat berguna dan menjadi 

bahan pertimbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum 

serta menjadi referensi bagi penegak hukum, masyarakat, serta pihak terkait 

khususnya para korban. Selain itu hasil penelitian ini menjadi sarana yang 

bermanfaat bagi penulis untuk menerapkan pengetahuan tentang penegakan 

hukum pidana terkait tindak pidana menerapkan sistem skema piramida 

dalam mendistribusikan barang. 

 

D. Kerangka Teori dan Konseptual  

1. Kerangka Teoritis  

Kerangka Teoritis adalah suatu komponen yang penting dalam penelitian dan 

merupakan gambaran atau batasan batasan tentang teori-teori yang berlandaskan 

pada hasil penelitian tersebut. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka 

teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Teori Penegakan Hukum 

Menurut Barda Nawawi Arif, penegakan hukum dalam arti luas mencakup 

penegakan seluruh norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat, sedangkan 

dalam arti sempit, penegakan hukum merujuk pada praktik peradilan. Penegakan 

hukum terbagi menjadi dua jenis berikut : 

1. Penegakan Hukum Pidana In Abstracto 

Penegakan hukum pidana in abstracto adalah tahap perumusan atau formulasi 

hukum, yang berakhir ketika suatu peraturan perundang-undangan 
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diundangkan. Setelah tahap ini, proses dilanjutkan ke tahap aplikasi dan 

eksekusi. Dalam peraturan tersebut, harus memuat tiga unsur utama hukum 

pidana, yaitu: 

a) Tindak pidana (strafbaar feit/criminal act/actus reus) 

b) Kesalahan (schuld/guilt/mens rea) 

c) Pidana (straf/punishment/poena) 

2. Penegakan Hukum Pidana In Concreto 

Penegakan hukum pidana in concreto merupakan proses penerapan hukum 

dalam praktik, yang mencakup proses penjatuhan pidana atau pemidanaan. 

Proses ini terdiri atas : 

a) Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan) 

b) Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, meliputi 

tahap judisial dan tahap eksekusi.7 

Penegakan hukum pidana dilakukan melalui sejumlah tahapan sebagai bagian dari 

upaya atau proses yang disusun secara rasional dan sengaja untuk meraih tujuan 

tertentu. Tahapan tahapan tersebut ialah sebagai berikut : 

1. Tahap Formulasi  

Tahap formulasi merupakan tahap penegakan hukum in abstracto yang 

dilakukan oleh lembaga legislatif. Pada tahap ini dilakukan proses pemilihan 

nilai-nilai yang dianggap selaras dengan kondisi saat ini maupun masa depan, 

lalu dirumuskan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang ideal, 

yaitu yang memenuhi unsur keadilan serta efektif dalam penerapannya. Tahap 

ini juga dikenal sebagai tahap kebijakan legislatif. 

2. Tahap Aplikasi  

Tahap aplikasi merupakan tahap pelaksanaan penegakan hukum pidana oleh 

aparat penegak hukum yang mencakup mulai dari kepolisian hingga lembaga 

pengadilan. Pada tahap ini, aparat penegak hukum bertanggung jawab untuk 

menjalankan dan menerapkan aturan hukum pidana yang telah ditetapkan 

oleh pembuat undang-undang. Dalam menjalankan tugas tersebut, mereka 

harus tetap mengacu pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahapan ini 

dikenal sebagai tahap yudikatif. 

 
7 Arief, Barda Nawawi. (2014). Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan 

Kejahatan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm  21. 
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3. Tahap Eksekusi 

Tahap Eksekusi merupakan tahapan penegakan atau pelaksanaan hukum yang 

secara konkret oleh para aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini, aparat 

pelaksana pidana memiliki tugas untuk menjalankan peraturan perundang-

undangan yang telah disusun oleh pembuat undang-undang, dengan cara 

menerapkan pidana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam putusan 

pengadilan. Oleh karena itu, dalam proses pelaksanaan hukuman yang telah 

diputuskan oleh pengadilan, aparat pelaksana pidana wajib berlandaskan pada 

ketentuan hukum pidana yang berlaku serta menjunjung tinggi nilai-nilai 

suatu daya guna dalam pelaksanaannya.8 

b. Teori Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum 

Teori faktor yang memengaruhi penegakan hukum menyebutkan bahwa beberapa 

faktor dapat memengaruhi upaya dalam menegakkan hukum. Faktor-faktor yang 

memengaruhi tersebut meliputi : 

1) Faktor Undang-Undang 

Undang-undang sebagai peraturan tertulis yang telah diterima secara umum 

dan disusun oleh penguasa baik pusat maupun daerah yang sah. 

2) Faktor Penegak Hukum 

Faktor ini merujuk pada kelompok orang yang terlibat langsung dalam 

penegakan hukum yang mencakup tidak hanya law enforcement (penegakan 

hukum) tetapi juga peace maintenance (pemeliharaan perdamaian). 

3) Faktor Sarana dan Fasilitas 

Faktor ini mencakup tenaga kerja yang terampil, peralatan yang cukup, 

anggaran yang memadai, dan lembaga atau organisasi yang baik. Jika hal-hal 

tersebut tidak terpenuhi, akan sangat sulit bagi penegak hukum untuk 

mencapai tujuan mereka. 

4) Faktor Masyarakat 

Faktor ini berpengaruh besar dalam penegakan hukum, karena penegakan 

hukum bersumber dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian 

dalam masyarakat itu sendiri. 

 
8 Daeng, Y., Hamdani, H. S., Adryan, D., Gunawan, H., Marananda, Y., & Alfred, W. (2023). 

Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. Innovative: 

Journal Of Social Science Research, 3(5), 6030-6038. 
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5) Faktor Kebudayaan 

Faktor ini berkaitan dengan sistem nilai yang merupakan inti dari 

kebudayaan, baik yang bersifat spiritual maupun non-materiil dalam 

masyarakat.9 

 

2. Konseptual 

Konseptual adalah keterkaitan atau hubungan antara beberapa konsep dari suatu 

permasalahan yang menjadi topik suatu penelitian. Konseptual merupakan 

rangkuman dari tinjauan pustaka.10 Maka berdasarkan definisi tersebut, 

konseptual pada penelitian ini yaitu : 

a. Penegakan Hukum Pidana merupakan upaya untuk merealisasikan nilai-nilai 

keadilan dalam hukum pidana, dengan tujuan mencapai kepastian hukum dan 

memberikan manfaat sosial yang nyata dalam setiap hubungan hukum.11 

b. Pelaku Tindak Pidana adalah individu atau kelompok yang melakukan suatu 

perbuatan yang tergolong tindak pidana, baik dengan kesengajaan maupun 

tanpa sengaja, sesuai dengan unsur-unsur yang diatur dalam Undang-Undang. 

Tindakan tersebut dapat mencakup akibat yang tidak dikehendaki oleh 

Undang-Undang, baik melalui unsur objektif maupun subjektif, terlepas dari 

apakah perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau atas pengaruh dari 

pihak lain.12 

c. Pengertian Tindak Pidana menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan 

yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman 

atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar 

larangan tersebut.13 

d. Sistem skema piramida adalah kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan 

penjualan barang tetapi memanfaatkan peluang keikutsertaan penjual 

langsung untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya 

 
9 Soerjono Soekanto. Loc. Cit 
10 Siti Badryah, Kerangka Konseptual: Pengertian, Tujuan , dan Cara Membuat, diakses dari : 

https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-konseptual/ pada tanggal 27 November 2024, pukul 

20.40 WIB. 
11 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana Prenada, 2012, hlm. 15 
12 Darto, Afridus, Arief Syahrul Alam, and Fifin Dwi Purwaningtyas. "Pertanggungjawaban  

Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif  

Hukum Pidana." Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra 1, no. 2 (2023): 257-264. 
13 Tri Andrisman, Hukum Pidana, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hlm. 69 
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partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya 

penjual langsung tersebut. 

e. Mendistribusikan Barang adalah salah satu elemen penting dalam kegiatan 

ekonomi yang mencakup proses pengalihan barang dari produsen ke 

konsumen akhir. Proses ini melibatkan berbagai pihak, seperti distributor, 

agen, dan pengecer yang masing-masing memiliki peran strategis dalam 

memastikan barang dapat sampai ke konsumen dengan efisien dan tepat 

waktu.14 

 

E. Sistematika Penulisan 

Agar memudahkan dalam menganalisis, menjabarkan, dan mendapatkan 

gambaran secara menyeluruh mengenai isi penelitian ini, sistematika penulisan 

skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan yaitu sebagai berikut : 

I. PENDAHULUAN 

Dalam bab pertama ini berisi terkait latar belakang masalah, permasalahan dan 

ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, 

serta sistematika penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini diuraikan konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan 

penelitian yang akan diambil dari berbagai sumber atau referensi tentang 

penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana menerapkan sistem skema 

piramida dalam pendistribusian barang. 

III. METODE PENELITIAN  

Dalam bab ini berisi mengenai metode yang digunakan dalam penelitian untuk 

mendapatkan dan mengolah data yang akurat yang  mana terdiri dari pendekatan 

masalah, sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis 

data. 

 

 
14 Safitri, H., & Nurmiaswari, H. (2019). Pengembangan Literasi Keuangan Dengan Pengetahuan 

Tentang Investasi Bodong Di Desa Limbung Dusun Mulyorejo. Buletin Al-Ribaath, 16(2), 69-73. 
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini berisi pembahasan yang telah diperoleh dari hasil penelitian 

mengenai bagaimana penegakan hukum pidana dan faktor yang memengaruhi 

tindak pidana menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang. 

V. PENUTUP 

Pada bab terakhir memuat tentang kesimpulan yang didasarkan dari hasil analisis 

pada penelitian dan juga jawaban serta saran penulis atas permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini agar penelitian ini dapat dijadikan salah satu 

alternatif penyelesaian permasalahan guna perbaikan di masa yang akan datang.



 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Penegakan Hukum 

Masyarakat pasti akan selalu mendambakan suatu kepastian hukum dengan 

harapan terciptanya ketertiban. Sebaliknya masyarakat juga mendambakan 

manfaat dalam suatu penegakan hukum karena keadilan harus diutamakan untuk 

diperhatikan. Kehidupan bermasyarakat pasti akan selalu memerlukan sistem 

hukum guna melahirkan tatanan masyarakat yang harmonis, damai, dan tertib. 

Penegakan hukum (law enforcement) merupakan proses dimana usaha agar tegak 

dan berjalannya aturan aturan hukum itu dilakukan secara benar sebagai landasan 

perilaku dalam lalu lintas atau kaitannya dengan hukum dan kehidupan 

masyarakat bernegara.15  

Menurut Moeljatno, hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan 

sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Di dalamnya terkandung berbagai 

unsur dan ketentuan yang mengatur mengenai penegakan hukum pidana itu 

sendiri, yaitu :  

a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang 

dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu 

bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. 

b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah 

melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 

sebagaimana yang telah diancamkan  

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan 

apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.16 

 
15 Asshiddiqie, J. (2016). Penegakan Hukum. Penegakan Hukum, 3. 
16 Moeljatno. 1987. Asas-asas Hukum pidana. pt, bina askara: jakarta.hlm 1 
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Menurut Sudikno Mertokusumo, fungsi utama hukum adalah sebagai sarana 

perlindungan terhadap kepentingan manusia. Oleh karena itu, hukum idealnya 

dijalankan secara wajar dan damai. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran 

hukum bisa saja terjadi, sehingga penegakan hukum menjadi penting untuk 

memastikan hukum benar-benar terwujud dalam kehidupan nyata. Dalam proses 

penegakan hukum ini, terdapat tiga landasan teori yang menjadi acuan, yaitu: 

kepastian hukum (rechtszekerheid), kemanfaatan (zweekmassigkeit), dan keadilan 

(gerechtigheid). Ketiganya berperan untuk mencegah masyarakat bertindak 

seenaknya sendiri atau melakukan penegakan hukum secara pribadi 

(eigenrichting). 

Penjelasan dari masing-masing teori tersebut sebagai berikut: 

a. Kepastian Hukum (rechtszekerheid) mengandung makna bahwa hukum harus 

ditegakkan oleh pihak yang berwenang, menjamin hak-hak individu, serta 

keputusan hukum harus dapat dijalankan. Meski berkaitan erat dengan 

keadilan, hukum dan keadilan tidak selalu sejalan. Hukum bersifat umum, 

berlaku bagi semua orang secara merata, sementara keadilan lebih bersifat 

personal dan subjektif. Tujuan utama dari kepastian hukum adalah untuk 

menciptakan keteraturan dalam masyarakat. 

b. Kemanfaatan (zweekmassigkeit) menekankan bahwa penegakan hukum 

seharusnya memberi dampak positif bagi masyarakat. Hukum dibuat untuk 

manusia, sehingga pelaksanaannya harus membawa manfaat dan tidak 

menimbulkan keresahan atau ketidaknyamanan sosial. 

c. Keadilan (gerechtigkeit) menuntut agar hukum ditegakkan secara adil. 

Meskipun hukum berlaku secara umum dan menyamaratakan setiap orang, 

keadilan memiliki dimensi yang lebih personal dan tidak seragam untuk 

semua. Oleh karena itu, penegakan hukum harus memperhatikan nilai-nilai 

keadilan agar tidak sekadar menjadi alat formal semata.17 

Penegakan hukum dalam arti luas meliputi perbuatan untuk melakukan dan  

Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan 

 
17 Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm. 

160 
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mengimplementasikan hukum, juga melakukan tindakan hukum setiap adanya 

pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan oleh subjek hukum baik melalui 

prosedur peradilan maupun non-peradilan.18 Sedangkan dalam artian yang lebih 

sempit, penegakan hukum dapat diartikan sebagai penegakan suatu peraturan yang 

formal dan sifatnya tertulis. 19 

Pengertian penegakan hukum juga bisa ditinjau dari sudut pandang objeknya, 

yaitu hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, pengertian penegakan hukum terbagi 

menjadi dua, yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, penegakan 

hukum mencakup upaya mewujudkan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam 

peraturan perundang-undangan yang baik, sekaligus nilai-nilai keadilan yang 

tumbuh di tengah masyarakat. Sementara itu, dalam arti sempit, penegakan 

hukum hanya terbatas pada pelaksanaan aturan yang bersifat formal dan tertulis. 

Dalam bahasa hukum nasional, penegakan hukum bisa dibedakan dari penegakan 

keadilan. Penegakan hukum dalam arti sempit berkaitan dengan "hukum positif" 

yang berlaku, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas sering dikaitkan 

dengan penerapan keadilan secara materiil. 

Salah satu teori utama dalam penegakan hukum berasal dari Lawrence M. 

Friedman, yang menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi 

oleh tiga elemen utama : 

a. Substansi Hukum (Substance)  

Substansi hukum adalah aturan atau norma yang berlaku dan menjadi dasar 

bagi penegakan hukum. Aturan ini mencakup undang-undang, peraturan, serta 

kebijakan hukum. Agar penegakan hukum berjalan efektif, substansi hukum 

harus jelas, adil, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. 

b. Struktur Hukum (Structure) 

Struktur hukum mencakup institusi dan aparat penegak hukum, seperti polisi, 

jaksa, dan pengadilan. Efektivitas struktur hukum tergantung pada kinerja, 

 
18 Wicipto Setiadi. Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka 

Pengembangan Sumber Daya Manusia. Majalan Hukum Nasional, Vo. 48 No. 2 Tahun 2018, hlm. 

4 
19 Ibid, hlm 5 
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profesionalisme, dan integritas lembaga serta aparat hukum dalam 

melaksanakan tugas mereka. 

c. Budaya Hukum (Legal Culture) 

Budaya hukum adalah nilai, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap hukum. 

Budaya hukum yang baik tercermin dalam kepatuhan masyarakat terhadap 

aturan dan penghormatan terhadap hukum. Sebaliknya, budaya hukum yang 

lemah dapat menghambat efektivitas penegakan hukum.20 

Penegakan hukum pidana tidak pernah lepas dari aspek moral dan etika. Hal ini 

disebabkan oleh empat alasan utama, yaitu: 

a. Sistem peradilan pidana secara khas melibatkan penggunaan paksaan atau 

kekerasan (coercion) dengan kemungkinan terjadinya kesempatan untuk 

menyalahgunakan kekuasaan (abuse of power)  

b. Hampir semua profesional dalam penegakkan hukum pidana merupakan 

pegawai pemerintah (public servan) yang memiliki kewajiban khusus 

terhadap publik yang dilayani  

c. Bagi setiap orang, etika dapat digunakan sebagai alat untuk membantu 

memecahkan dilema etis yang hadapi seseorang di dalam kehidupan 

profesionalnya (enlightened moral judgement)  

d. Dalam kehidupan profesi sering dikatakan bahwa a set ethical requiredments 

are as part of its meaning21 

 

B. Pelaku Tindak Pidana  

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti 

orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang 

diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak 

dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif 

maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk 

 
20 Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective (New York: Russell 

Sage Foundation, 1975). 
21 Andi Hamzah. 2004. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta. Hlm. 21 
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melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena 

gerakan oleh pihak ketiga.22 

Pelaku tindak pidana adalah individu yang melakukan tindakan yang secara jelas 

ditetapkan oleh hukum sebagai perbuatan terlarang dan dapat dikenai hukuman 

pidana. Dalam ilmu hukum pidana, dikenal istilah pleger untuk menyebut orang 

yang melakukan tindak pidana. Pleger adalah pelaku yang secara langsung 

melakukan perbuatan pidana tersebut, baik dengan menggunakan alat maupun 

tanpa alat bantu. Pelaku tindak pidana dalam artian yang lebih luas dapat pula 

mencakup mereka yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan, ataupun 

membujuk seseorang agar melakukan sesuatu perbuatan pidana sebagaimana 

tercantum dalam pasal 55 KUHP.  

a. Menyuruh Melakukan (Doenplegen, Medelijke Dader) 

Apabila seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana tetapi ia tidak 

dilakukannya seorang diri dan justru menyuruh orang lain untuk 

melaksanakannya. Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, 

yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan.  

b. Turut Serta Melakukan (Medeplegen, Mede Dader) 

Medeplegen/mede dader adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak 

pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain: 

1) Terdapat kerja sama yang disadari oleh setiap peserta tanpa perlu adanya 

kesepakatan, tetapi harus ada niat untuk mencapai hasil berupa tindak 

pidana; dan 

2) Terdapat kerja sama dalam pelaksanaan secara fisik untuk melakukan 

tindak pidana. 

c. Penganjur (Uitlokker) 

Penganjur adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2 

KUHP yaitu orang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu 

perbuatan. Dalam praktiknya penganjur berbeda dengan yang menyuruh 

melakukan. Dalam hal penganjur yang menyuruh melakukan tidak dapat 

dimintai pertanggungjawaban. 

 

 
22 Barda Nawawi Arif, Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Undip.1984, hlm: 37 
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d. Pembantuan (Medeplechtige) 

Secara prinsip, pembantuan merupakan bentuk kelima dari penyertaan yang 

diatur dalam Pasal 56, 57, dan 60 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP). Pembantuan didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan sebelum 

atau saat terjadinya tindak pidana, yang pada dasarnya bukan bagian dari 

pelaksanaan langsung suatu delik, melainkan merupakan tindakan yang 

mendukung atau mempermudah terjadinya tindak pidana tersebut. Pandangan 

bahwa pembantuan termasuk dalam bentuk kelima dari penyertaan dalam 

hukum pidana Indonesia sejalan dengan sistem hukum pidana Belanda yang 

menjadi acuan KUHP. Dalam sistem hukum Belanda, penyertaan dalam 

tindak pidana (Deelneming aan strafbare feiten) mencakup pembantuan, di 

mana lima bentuk penyertaan diatur dalam Pasal 47 dan bentuk pembantuan 

secara khusus diatur dalam Pasal 48 Wetboek van Strafrecht, yang diadopsi 

dalam Pasal 55 dan 56 KUHP Indonesia.23 

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan 

apa yang ditentukan. Untuk menentukan apakah suatu tindakan manusia termasuk 

tindak pidana atau kejahatan, dasar ukurannya berkaitan dengan asas dalam 

hukum pidana yang dikenal sebagai asas legalitas (principle of legality). Asas ini 

menyatakan bahwa tidak ada tindakan yang dapat dilarang dan dikenai pidana jika 

tidak diatur dalam undang-undang. Dalam bahasa Latin, asas ini dirumuskan 

dengan ungkapan: "Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali". 

Dengan merujuk pada pengertian kejahatan berdasarkan asas legalitas, dapat 

disimpulkan bahwa suatu tindakan manusia dapat digolongkan sebagai kejahatan 

atau tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur berikut: 

a. Harus ada pokok kaidah hukum pidana yang mengandung ancaman pidana 

terhadap pelakunya karena melakukan kejahatan.  

b. Perbuatan itu bersifat melawan hukum formil dan materil.  

c. Perbuatan tersebut terlebih dahulu dilarang oleh undang-undang.  

d. Tidak adanya alasan pembenaran.  

e. Dapat dipertanggung jawabkan (tidak ada alasan pemaaf).  

f. Dapat menyadari bahwa perbuatan itu keliru. 

 

 
23 Bassang, T. J. (2015). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming. Lex Crimen, 

4(5). 



20 

 

C. Pengertian Tindak Pidana 

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda Strafbaarfeit, 

yang memiliki beragam istilah lain seperti delik, peristiwa pidana, perbuatan 

pidana, perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, 

hingga tindak pidana.24 Kata strafbaarfeit kemudian diterjemahkan dalam 

berbagai terjemahan dalam Bahasa Indonesia. Penerapan kata yang digunakan 

untuk kata strafbaarfeit oleh para sarjana hukum Indonesia antara lain : 

a. Tindak Pidana 

b. Perbuatan Pidana 

c. Perbuatan yang dapat dihukum 

d. Perbuatan melawan hukum 

e. Perbuatan 

f. Delik25 

Istilah Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

dikenal sebagai "strafbaar feit". Sementara itu, dalam literatur hukum pidana, 

istilah yang lebih sering digunakan adalah "delik". Adapun dalam perumusan 

peraturan perundang-undangan, pembuat undang-undang umumnya menggunakan 

istilah seperti "peristiwa pidana", "perbuatan pidana", atau "tindak pidana" untuk 

menggambarkan konsep yang sama. 

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu 

aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana 

tertentu bagi siapa yang melanggarnya. Suatu perbuatan disebut sebagai tindak 

pidana apabila memenuhi dua unsur, yaitu : 

a. Unsur objektif meliputi tindakan atau perbuatan yang melawan hukum. 

b. Unsur subjektif meliputi kesalahan, niat, atau sikap batin dari pelaku dalam 

melakukan perbuatan tersebut.26 

Istilah tindak pidana adalah permasalahan yang kaitannya erat dengan 

kriminalisasi (criminal policy) yang diartikan sebagai tahapan penetapan 

perbuatan seseorang yang awalnya bukan tindak pidana hingga menjadi terbukti 

 
24 Tri Andrisman. Loc. Cit 
25 Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: 

Storia Grafika, 2001, hlm. 28. 
26 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 54. 
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tindak pidana, tahapan ini adalah masalah perumusan perbuatan dari luar diri 

seseorang.27 

Menurut Pompe, tindak pidana secara teoritis dapat diartikan sebagai pelanggaran 

norma atau gangguan terhadap ketertiban hukum yang dilakukan oleh seseorang, 

baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Hukuman terhadap pelaku dianggap 

perlu demi menjaga ketertiban hukum serta melindungi kepentingan umum. Lebih 

lanjut, Pompe menjelaskan bahwa menurut hukum positif, tindak pidana pada 

dasarnya adalah suatu tindakan yang dapat dihukum.28 

P.A.F. Lamintang dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia  

berpendapat bahwa semua tindak pidana yang termuat dalam KUHP pada 

umumnya bisa diuraikan ke dalam unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua 

macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merujuk 

pada elemen-elemen yang terkait langsung dengan pelaku atau yang berkaitan 

dengan dirinya, mencakup segala hal yang ada dalam pikirannya. 

Unsur subjektif dalam suatu tindak pidana meliputi : 

a. Kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa). 

b. Maksud atau rencana (voornemen) dalam upaya percobaan tindak pidana, 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP atau Pasal 17 ayat (1) 

UU 1/2023. 

c. Berbagai macam maksud (oogmerk), seperti yang terdapat dalam tindak 

pidana pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan kejahatan serupa 

lainnya. 

d. Perencanaan sebelumnya (voorbedachte raad), yang ditemukan dalam 

kejahatan seperti pembunuhan berencana pada Pasal 340 KUHP atau Pasal 

459 UU 1/2023. 

e. Perasaan takut (vrees), seperti yang disebutkan dalam tindak pidana 

berdasarkan Pasal 308 KUHP atau Pasal 430 UU 1/2023.29 

Sementara itu, unsur objektif mengacu pada elemen-elemen yang berkaitan 

dengan situasi atau kondisi dimana tindakan yang dilakukan oleh pelaku 

seharusnya terjadi.30  Unsur objektif dalam suatu tindak pidana meliputi : 

 

 
27 Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 57. 
28 Sofyan, Andi. Buku Ajar Hukum Pidana. Makassar: Pustaka Pena Pers, 2016, hlm. 99. 
29 Ibid, hlm 193-194 
30 Lamintang, P. A. F. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 

2013. Hlm 193 
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a. Sifat melawan hukum (wederrechtelijkbeid). 

b. Kualitas pelaku, misalnya "status sebagai pegawai negeri" dalam kejahatan 

jabatan, atau "status sebagai pengurus atau komisaris suatu perseroan 

terbatas" dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 398 KUHP 

atau Pasal 516 UU 1/2023. 

c. Kausalitas, yaitu hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dengan 

kenyataan yang menjadi akibatnya.31 

Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana adalah : 

a. adanya subjek; 

b. adanya unsur kesalahan; 

c. perbuatan bersifat melawan hukum; 

d. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang- 

undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam 

pidana; 

e. dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.32 

 

D. Sistem Skema Piramida 

Skema piramida (pyramid scheme) apabila diartikan sesuai dengan Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI), terdiri dari dua kata yaitu skema dan piramida. Skema 

berarti bagan, rangka, atau rancangan. Sedangkan piramida menurut KBBI adalah 

bangunan yang berbentuk limas, seperti yang ditemukan di Mesir kuno. Namun 

dalam bahasan ini yang dimaksud dengan skema piramida disini merupakan suatu 

bentuk model bisnis ilegal yang mengumpulkan anggotanya dengan menjanjikan 

pembayaran dan jasa jika anggota tersebut berhasil merekrut anggota lain untuk 

bergabung dengan skema piramida.33 Fenomena ini sering kali dipadukan dengan 

strategi pemasaran yang manipulatif, sehingga masyarakat mudah terjebak dalam 

iming-iming keuntungan instan. 

Pada pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Distribusi Barang Secara Langsung, Skema Piramida dapat diartikan 

sebagai usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang tetapi 

 
31 Ibid, hlml 194 
32 S. R. Sianturi. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet. 3. Jakarta: Storia 

Grafika, 2002; 
33 Sihotang, Julius Sitangihonon, Kartika Pakpahan, Hilda Siregar, Yunepa Pebi Yanti Sembiring, 

and Kevin Dwiputra Sitorus. "Tindak Pidana Menerapkan Sistem Skema Piramida dalam 

Pendistribusian Barang oleh Pelaku Usaha." Jurnal Darma Agung 28, no. 3 (2020): 457-471. 
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memanfaatkan peluang keikutsertaan penjual langsung untuk memperoleh 

imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang 

bergabung kemudian atau setelah bergabungnya penjual langsung tersebut. 

Salah satu ciri utama skema piramida adalah ketergantungan pada pendanaan dari 

anggota baru, sehingga ketika jumlah anggota baru menurun, sistem ini akan 

runtuh dan mengakibatkan kerugian besar pada mayoritas anggota, terutama di 

level terbawah hierarki. Hal ini dikarenakan distribusi keuntungan yang tidak 

merata, dimana hanya segelintir anggota di puncak piramida yang mendapatkan 

keuntungan besar, sementara anggota di tingkat bawah dirugikan.34 

Proses perekrutan dan sistem yang digunakan dalam skema piramida, khususnya 

pada kasus PT. NSW, pada dasarnya memiliki kesamaan dengan skema piramida 

yang dijalankan oleh pelaku lain, seperti yang sering ditemukan dalam praktik 

MLM ilegal. Perbedaan yang mencolok umumnya hanya terletak pada jenis 

barang yang dijual. Setiap orang yang ingin menjadi anggota biasanya diwajibkan 

untuk melakukan deposit atau membayar sejumlah biaya pendaftaran sesuai 

ketentuan perusahaan. Dalam kasus PT. NSW, perusahaan mengklaim bahwa 

dana yang disetorkan akan digunakan untuk pembelian robot trading yang mereka 

produksi sendiri, melakukan aktivitas trading forex, serta sebagai biaya 

pendaftaran. Namun, dalam praktik skema piramida, biaya yang harus dibayarkan 

cenderung tinggi dan sering kali tidak sebanding dengan kualitas produk yang 

ditawarkan. Produk tersebut biasanya hanya dijadikan sebagai kamuflase belaka, 

sehingga manfaat dan kualitasnya tidak menjadi fokus utama. Selain itu, produk 

yang dijual dalam skema ini umumnya tidak memiliki nilai jual jangka panjang 

atau berkelanjutan. Dengan demikian, sumber pendapatan para anggota bukan 

berasal dari penjualan produk, melainkan dari komisi hasil merekrut anggota baru. 

Pada Pasal 30 Peraturan Menteri Perdagangan No. 70 tahun 2019 tentang 

Distribusi Barang secara Langsung, menyebutkan kriteria dari Skema Piramida, 

yaitu:  

 
34 Sutrisno, A. (2020). “Analisis Sistem Skema Piramida Dalam Model Bisnis di Indonesia.” 

Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 15(2), 143-152. 
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1. Adanya komisi yang dibagikan, yang berasal dari iuran keanggotaan yang 

dikenakan dalam proses perekrutan anggota baru;  

2. Dapat menerima keanggotaan dengan identitas yang sama dan dengan hak 

yang lebih dari satu kali;  

3. Program pemasaran (Marketing plan) yang diterapkan dapat memperoleh 

keuntungan walaupun tidak melakukan penjualan barang. 

Skema piramida merupakan suatu skema, tetapi untuk modus penipuannya 

berbagai macam. Beberapa contoh modus penipuannya yaitu : 

1. Penipuan Trading Forex Bodong 

Pada kasus ini, pelaku akan menyamar sebagai broker dan menawarkan robot 

trading kepada para korban. Kemudian korban akan dimintai untuk menyetor 

dana dan dijanjikan dengan profit tinggi yang konsisten dan dengan jangka 

wakt yang tetap. Lalu, agar dapat bonus, korban harus mengajak orang lain 

untuk menjadi member baru. Pelaku mengiming-imingi korban bahwa korban 

cukup menyerahkan uang kepada pelaku dan untuk urusan trading nya sendiri 

akan diurus oleh pelaku. 

2. MLM (Multi Level Marketing) Ilegal 

MLM ilegal merupakan bentuk penyimpangan dari sistem penjualan langsung 

yang sah. Perbedaan antara skema piramida dengan multi-level marketing 

(MLM) yang sah menjadi isu penting dalam membedakan legalitas suatu 

bisnis. Pada MLM yang legal, pendapatan anggota berasal dari penjualan 

produk atau jasa yang nyata kepada konsumen. Sebaliknya, skema piramida 

mengandalkan perekrutan anggota baru sebagai sumber utama pendapatan.35 

Produk dalam skema piramida sering kali hanya menjadi kamuflase, tanpa 

nilai atau kualitas yang memadai untuk dijual di pasar.36 Dalam skema ini, 

pelaku bisnis mengaku menjual produk tertentu, seperti produk kesehatan, 

kosmetik, atau alat elektronik, tetapi aktivitas penjualan barang tersebut 

hanyalah kedok semata. Keuntungan yang ditawarkan kepada para anggota 

 
35 Wijayanti, R. (2019). “Perbandingan MLM Legal dan Skema Piramida Ilegal.” Jurnal Ilmu 

Hukum, 10(1), 45-56. 
36 Siregar, N. (2021). “Kajian Hukum Terhadap Produk Dalam Skema Piramida.” Jurnal Kajian 

Hukum dan Ekonomi, 13(3), 23-34. 
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umumnya bukan berasal dari hasil penjualan produk, melainkan dari komisi 

perekrutan anggota baru. Semakin banyak orang yang direkrut, semakin besar 

pula komisi yang diterima. Harga produk yang dijual pun sering kali tidak 

wajar atau jauh di atas harga pasar, hanya digunakan sebagai pembenaran 

agar sistem tersebut tampak legal. Dalam praktiknya, produk jarang benar-

benar dipasarkan kepada konsumen akhir dan hanya berputar di antara para 

anggota. Model seperti ini menandakan bahwa fokus utama bisnis bukan pada 

distribusi barang, melainkan pada perekrutan jaringan, yang merupakan ciri 

khas skema piramida.  

3. Investasi Berkedok Komunitas  

Kasus investasi berkedok komunitas adalah modus penipuan lain yang 

banyak digunakan dalam skema piramida. Dalam bentuk ini, pelaku 

mengemas kegiatannya sebagai komunitas sukses, pelatihan finansial, atau 

pengembangan diri, sehingga terkesan edukatif dan positif. Untuk bergabung, 

peserta diwajibkan membayar biaya keanggotaan atau membeli lisensi 

tertentu dengan iming-iming akan memperoleh penghasilan pasif. Namun, 

penghasilan tersebut hanya bisa diperoleh jika peserta berhasil mengajak 

orang lain untuk ikut bergabung dan membayar. Dalam kenyataannya, tidak 

ada produk atau layanan nyata yang ditawarkan, atau jika ada, sifatnya hanya 

formalitas agar sistem terlihat legal. Fokus utamanya tetap pada perekrutan 

dan perputaran dana antaranggota, bukan pada kegiatan usaha riil. Pola 

seperti ini sangat rentan merugikan banyak orang dan merupakan bentuk 

nyata dari skema piramida terselubung. 

Skema piramida juga sering kali dikatakan sama dengan skema Ponzi. Namun 

pada praktiknya, sebenarnya ada sedikit perbedaan antara keduanya, yaitu apabila 

tertulis dalam pasal 9 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, 

skema piramida adalah sistem kegiatan usaha yang memperoleh keuntungan 

bukan dari hasil kegiatan penjualan barang, melainkan dengan memanfaatkan 

peluang keikutsertaan mitra usaha, terutama dari biaya partisipasi orang lain yang 

akan bergabung atau yang telah bergabung. Selain itu, dalam skema piramida 

barang yang diperdagangkan sebagai suatu kedok untuk menarik minat korbannya 

yang padahal nilai jual dari suatu barang tersebut tidak di utamakan. Sedangkan 
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dalam skema Ponzi sendiri belum secara khusus diatur dalam Undang-Undang 

yang ada di Indonesia. Ini dapat dibilang sebagai kekosongan hukum. Skema 

Ponzi terus berkembang dengan berbagai modus baru membuat undang-undang 

khusus mungkin dianggap kurang efektif karena skema ini selalu berubah bentuk 

sehingga lebih sulit untuk dirumuskan secara spesifik. 

Seiring dengan perkembangan teknologi, skema piramida semakin sering 

ditemukan dalam bentuk digital, seperti pada platform investasi bodong yang 

menggunakan aplikasi atau media sosial sebagai alat promosi. Dalam konteks ini, 

edukasi masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan literasi finansial dan 

kesadaran akan risiko investasi.37 

E. Pengertian Mendistribusikan Barang 

Menurut Oentoro, distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha 

memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dari produsen sampai ke 

tangan konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan jenis, jumlah, harga, 

tempat, dan waktu yang dibutuhkan.  

Undang-Undang Perdagangan mengklasifikasikan sistem distribusi barang ke 

dalam dua bentuk, yakni distribusi barang secara langsung dan distribusi barang 

secara tidak langsung. Pengaturan mengenai hal tersebut tercantum dalam Pasal 7 

Undang-Undang Perdagangan, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui 

Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang. 

Distribusi barang secara tidak langsung dilakukan melalui jalur distribusi yang 

bersifat umum, seperti distributor, agen, serta waralaba. Adapun distribusi barang 

secara langsung dilaksanakan melalui jalur distribusi yang bersifat khusus, antara 

lain Single Level Marketing dan Multi Level Marketing (MLM).38 

Mendistribusikan barang adalah salah satu elemen penting dalam kegiatan 

ekonomi yang mencakup proses pengalihan barang dari produsen ke konsumen 

akhir. Proses ini melibatkan berbagai pihak, seperti distributor, agen, dan 

 
37 Pratama, R. (2022). “Pengaruh Teknologi Dalam Modus Investasi Bodong.” Jurnal Teknologi 

dan Bisnis, 9(4), 67-80. 
38 Suwandono, B. J. T. M. A. (2020). Praktik Skema Piramida dalam Sistem Distribusi 

Barang. Jurnal Ilmu Kepolisian, 14(2), 18-18. 
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pengecer yang masing-masing memiliki peran strategis dalam memastikan barang 

dapat sampai ke konsumen dengan efisien dan tepat waktu.39 Mendistribusikan 

barang dalam konteks hukum merupakan aspek penting yang mengatur 

mekanisme peredaran barang dari produsen hingga konsumen, dengan tujuan 

melindungi kepentingan konsumen serta memastikan terciptanya persaingan 

usaha yang sehat.40 Sedangkan orang yang mendistribusikan barang tersebut 

merupakan pelaku usaha. Pelaku Usaha merujuk pada setiap individu Warga 

Negara Indonesia atau entitas berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum 

yang berdomisili di wilayah hukum Republik Indonesia serta menjalankan 

kegiatan usaha di bidang perdagangan.  

Robot trading merupakan perangkat lunak atau barang tidak berwujud yang 

dirancang untuk tujuan investasi, dan dalam kasus PT Nestro Saka Wardhana (PT 

NSW), produk ini dijadikan sebagai komoditas yang diperjualbelikan. Pengaturan 

mengenai barang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan masih terbatas pada aspek pendistribusian, tanpa secara spesifik 

mengatur barang tidak berwujud seperti perangkat lunak. Akan tetapi, Peraturan 

Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan 

memberikan penegasan yang lebih luas mengenai definisi barang. Dalam Pasal 1 

angka 35 dijelaskan bahwa:  

“Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik 

bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat 

dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan 

oleh Konsumen atau Pelaku Usaha.” 

Berdasarkan ketentuan tersebut, robot trading dapat dikategorikan sebagai barang 

tidak berwujud yang secara hukum dapat didistribusikan maupun diperdagangkan. 

Sejalan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan bahwa tidak semua proses 

distribusi barang dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip perdagangan 

yang wajar. Dalam praktiknya, terdapat bentuk penyimpangan seperti Skema 

Piramida, di mana proses distribusi barang hanya dijadikan kedok untuk aktivitas 

 
39 Santoso, B. (2020). "Strategi Pendistribusian Barang Dalam Meningkatkan Efisiensi Rantai 

Pasok." Jurnal Logistik dan Bisnis, 14(2), 112-120. 
40 Darmawan, F. (2020). "Kajian Hukum Skema Piramida Berdasarkan UU Perdagangan." Jurnal 

Hukum dan Ekonomi, 15(1), 45-52. 



28 

 

utama berupa perekrutan anggota. Pada skema ini, harga produk yang ditawarkan 

biasanya sangat tinggi, bahkan tidak rasional jika dibandingkan dengan kualitas 

produk yang diberikan. Produk tersebut umumnya tidak menjadi fokus utama dan 

manfaatnya tidak menjadi perhatian. Bahkan, produk yang dijual sering kali tidak 

memiliki keberlanjutan dalam pemasaran. Oleh karena itu, keuntungan yang 

diperoleh anggota bukan berasal dari hasil penjualan produk kepada konsumen 

akhir, melainkan dari komisi atas keberhasilan merekrut anggota baru. 



 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

Menurut Jacobstein dan Roy Merisky, penelitian hukum merupakan upaya untuk 

mencari berbagai macam kaidah yang bersifat primer dan utama dari suatu 

hukum. Penelitian hukum biasanya diimplementasikan dalam suatu peristiwa 

hukum. Pada masalah dalam penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan, 

yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris. 

1. Pendekatan Yuridis Normatif 

Pendekatan normatif yuridis yaitu merupakan metode penelitian hukum yang 

berfokus pada studi terhadap dokumen-dokumen hukum seperti undang-undang, 

peraturan, dan keputusan pengadilan. Pendekatan ini digunakan untuk 

menganalisis hukum sebagai suatu norma atau aturan yang berlaku dalam 

masyarakat. Fokus utama pendekatan ini adalah kajian terhadap asas-asas hukum, 

sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum.41 

2. Pendekatan Yuridis Empiris 

Pendekatan yuridis empiris ialah metode penelitian hukum yang menitikberatkan 

pada observasi langsung terhadap praktik atau pelaksanaan hukum dalam 

masyarakat. Berbeda dengan pendekatan normatif yang fokus pada kajian 

peraturan tertulis, pendekatan ini berfokus pada bagaimana hukum diterapkan, 

dipatuhi, atau mungkin dilanggar oleh masyarakat dalam kehidupan. Dengan 

demikian, pendekatan yuridis empiris melibatkan data empiris yang diperoleh dari 

penelitian lapangan, wawancara, survei, atau observasi.42 Namun penulis 

berpendapat bahwa dalam penelitian ini lebih diutamakan untuk menggunakan 

pendekatan yuridis empiris dibandingkan dengan pendekatan yuridis normatif 

yang dalam pembahasan ini hanya sekedar pendukung saja. 

 
41 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 

Singkat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 13. 
42 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51-52. 
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B. Sumber dan Jenis Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa : 

1. Data Primer 

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh penulis dari hasil 

penelitian studi lapangan dengan cara mewawancarai para narasumber yang 

berasal dari wilayah hukum Kota Metro, Polda Lampung, dan Fakultas Hukum 

Universitas Lampung yang berkaitan dengan topik skripsi ini seperti polisi 

penyidik, jaksa penuntut umum, hakim, dan juga akademisi. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai bahan hukum 

untuk melengkapi kebutuhan data penelitian dan berhubungan dengan penelitian. 

Umumnya data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier. 

1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari perundang-

undangan, putusan pengadilan, ataupun dokumen resmi negara.43 

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu : 

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

c. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 

d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU 

Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi 

e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan  

f. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan 

Tindak Pidana 

g. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Distribusi 

Barang 

h. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Bidang Perdagangan 

 
43 Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Sinar Grafika. 2015. Hlm 31. 
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2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku buku yang 

ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat 

para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil hasil simposium 

mutakhir yang berhubungan dengan topik penelitian.44 

3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, 

ensiklopedia, dan indeks kumulatif, surat kabar, dan internet.45 

 

C. Penentuan Narasumber 

Dalam penelitian ini dibutuhkan data yang salah satunya bersumber dari 

narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait 

permasalahan yang dibahas. Narasumber pada penelitian ini yaitu : 

1. Penyidik bagian Ditreskrimsus pada Polda Lampung                 : 2 Orang 

2. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro      : 1 Orang 

3. Hakim pada Pengadilan Negeri Metro        : 1 Orang 

4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila      : 1 Orang + 

     : 5 Orang 

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 2 macam 

prosedur pengumpulan data, yaitu : 

a. Studi Pustaka 

Studi pustaka (library research) adalah metode pengumpulan data dalam 

penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai sumber literatur yang 

relevan, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dokumen resmi, dan 

sumber-sumber lain yang terkait dengan topik penelitian. Melalui studi pustaka, 

peneliti dapat memahami teori, konsep, dan temuan sebelumnya yang mendukung 

pengembangan kerangka teori atau analisis dalam penelitian. Pendekatan ini 

 
44 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya: Bayumedia, 

2008), hlm. 295 
45 RED, Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum, 16 Mei 2016, di akses dari : 

https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-

lt57398fe1dc462/ pada tanggal 1 Desember 2024, pukul 16:49 WIB 

https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462/
https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462/
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penting untuk memastikan landasan ilmiah yang kuat dan menghindari duplikasi 

penelitian.46 

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan adalah metode pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan 

secara langsung di lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi empiris. 

Metode ini melibatkan observasi, wawancara, atau survei terhadap subjek atau 

objek yang diteliti. Studi lapangan digunakan untuk memahami fenomena secara 

langsung di lingkungan tempat fenomena tersebut terjadi, sehingga peneliti dapat 

memperoleh data yang lebih konkret dan kontekstual.47 

2. Prosedur Pengolahan Data 

Setelah melakukan pengumpulan data, maka selanjutnya adalah pengolahan data 

lapangan atau data empirik yang tujuannya adalah untuk mempermudah 

permasalahan yang diteliti. 

a. Identifikasi Data 

Identifikasi data adalah proses mengenali, mengelompokan, dan menyusun data 

yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian berdasarkan kategori atau aspek 

tertentu. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang relevan dengan 

tujuan penelitian dapat diolah dan dianalisis secara sistematis. Dalam praktiknya, 

identifikasi data dilakukan untuk memilah data yang valid, relevan, dan 

mendukung pembahasan masalah penelitian.48 

b. Klasifikasi Data 

Klasifikasi data adalah proses pengelompokan data yang telah dikumpulkan ke 

dalam kategori atau kelompok tertentu berdasarkan karakteristik, jenis, atau tema 

yang relevan. Tujuannya adalah untuk mempermudah analisis dan interpretasi 

data dengan mengelompokkan informasi yang memiliki kesamaan. Misalnya, data 

dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber (primer atau sekunder), sifat (kualitatif 

atau kuantitatif), atau topik tertentu.49 

 

 
46 Zed, Mestika, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3-

5. 
47 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 43-44. 
48 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm 

95-97 
49 Ibid, hlm 96-98 
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c. Sistematisasi Data  

Sistematisasi data adalah proses menyusun data yang telah dikumpulkan dan 

diklasifikasikan ke dalam bentuk yang lebih terstruktur dan logis, sehingga 

memudahkan peneliti dalam memahami dan menganalisisnya. Sistematisasi data 

bertujuan untuk menciptakan alur data yang teratur, memastikan tidak ada data 

yang terabaikan, dan membuat proses analisis menjadi lebih efisien.50 

E. Analisis Data 

Setelah memperoleh data yang dibutuhkan dari berbagai sumber yang ada, 

penelitian ini akan menggunakan analisis kualitatif atau merupakan metode 

analisis yang mendeskripsikan fakta-fakta yang ditemukan dari hasil penelitian 

dengan cara menjabarkan secara sistematis agar pembahasan menjadi lebih jelas 

dan mudah dipahami. Selanjutnya, dari hasil analisis tersebut, diambil kesimpulan 

secara induktif, yaitu proses menarik kesimpulan dari fakta-fakta khusus untuk 

menghasilkan generalisasi yang bersifat umum. Hal ini dilakukan untuk 

menjawab permasalahan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

 
50 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 45-46. 



 

 

 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah 

diuraikan dan disusun oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan 

bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang 

menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang 

terkhususnya sebagaimana yang terjadi dalam kasus PT. Nestro Saka 

Wardhana (PT. NSW) menunjukkan bahwa hukum pidana telah berfungsi 

sebagai instrumen represif dalam memberikan efek jera kepada pelaku dan 

perlindungan hukum kepada masyarakat. Penegakan hukum terhadap kasus 

ini dapat dilihat melalui tiga tahapan utama, yaitu formulasi, aplikasi, dan 

eksekusi. Pada tahap formulasi, negara telah menegaskan larangan sistem 

skema piramida dalam distribusi barang melalui pengaturan khusus di luar 

KUHP yaitu pada undang-undang perdagangan yang bertujuan memberikan 

perlindungan hukum yang lebih tegas terhadap konsumen. Tahap ini menjadi 

krusial karena rumusan norma dalam undang-undang akan sangat 

menentukan keberhasilan penindakan. Selanjutnya, pada tahap aplikasi, 

aparat penegak hukum mulai dari penyidik hingga jaksa telah menjalankan 

perannya secara aktif dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga 

penuntutan, meskipun masih ditemukan tantangan dalam proses pembuktian 

dan klasifikasi tindak pidana karena kompleksnya modus pelaku. Jaksa pun 

dituntut untuk menyesuaikan pasal yang paling tepat dibuktikan di 

pengadilan. Terakhir, pada tahap eksekusi, meskipun para penegak hukum 

telah berhasil hingga vonis telah dijatuhkan kepada beberapa pelaku dengan 

pidana penjara dan denda, pelaku utama masih berstatus DPO, yang 

menandakan masih adanya kekurangan dalam efektivitas pelaksanaan putusan 

pidana secara menyeluruh. Penegakan hukum terhadap praktik skema 
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piramida seperti ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan proses hukum 

tidak hanya bergantung pada ketersediaan aturan, tetapi juga pada 

kemampuan aparat penegak hukum dalam membaca dan merespon perubahan 

modus kejahatan yang semakin variatif. Oleh karena itu, penegakan hukum 

pidana terhadap skema piramida tidak cukup hanya bersifat represif, 

melainkan juga harus disertai dengan langkah preventif, edukatif, serta 

kolaboratif lintas sektor demi mencegah jatuhnya korban-korban baru di masa 

mendatang. 

2. Faktor memengaruhi penegakan tindak pidana terhadap pelaku yang 

menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang antara 

lain dapat dilihat dari sisi yang pertama yaitu undang-undang yang mana 

masih terdapat kelemahan dan kurang spesifik sehingga mengakibatkan celah 

bagi pelaku untuk terhindar dari jerat hukum pidana. Kedua adalah sisi 

penegak hukum yang mana masih banyaknya penegak hukum yang belum 

paham akan jenis penipuan ekonomi seperti skema piramida sehingga 

menghambat jalannya proses penegakan hukum. Ketiga adalah sisi sarana dan 

fasilitas yang mana masih kurang memadai untuk mempercepat penanganan 

kasus skema piramida. Keempat adalah dari sisi masyarakat yang mana 

masyarakat Indonesia masih kurang dalam literasi keuangan dan hukum 

sehingga masih banyak yang mudah terjerat iming-iming palsu, juga 

masyarakat Indonesia yang saling memengaruhi satu sama lain sehingga pada 

akhirnya mereka cenderung hanya “ikut-ikutan” tanpa memikirkan dampak 

yang akan didapatkan. Maka dapat disimpulkan kembali bahwa faktor paling 

dominan yang dapat memengaruhi penegakan hukum itu sendiri dan harus 

lebih dahulu dibenahi adalah faktor penegak hukum dan masyarakat itu 

sendiri. 

 

B. Saran 

1. Diharapkan untuk aparat penegak hukum, mulai dari penyidik hingga 

jaksa penuntut umum agar meningkatkan ketajaman dalam 

mengindentifikasikan suatu kasus terutama pada kasus-kasus yang 

menyangkut kepentingan publik secara luas dengan kerugian yang sangat 
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banyak terutama dalam kasus yang melibatkan model distribusi barang 

yang tidak tersamarkan dengan praktik bonus perekrutan anggota baru 

yaitu seperti kasus skema piramida sehingga nantinya tidak akan ada 

kesalahan dalam menentukan pasal yang sesuai unsur-unsurnya dan pantas 

dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu juga perlunya 

campur tangan dan kesadaran dari pemerintah bahwa kasus seperti ini 

cukup serius dan juga perlunya sosialisasi dari para penegak hukum dalam 

upaya pencegahan maraknya skema ini. Maka perlunya pelatihan 

berkelanjutan bagi para penegak hukum agar dapat saling mengingatkan 

terhadap sesama masyarakat dan mampu mengikuti perkembangan modus 

yang kian canggih, serta mendorong kerja sama lintas sektor untuk 

mempercepat proses penyelidikan dan penuntutan. 

2. Diharapkan dalam mencari solusi dari faktor yang mempengaruhi 

penegakan hukum agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif 

yaitu pemerintah sebaiknya meninjau ulang regulasi-regulasi yang ada 

terkait skema piramida terutama dalam penulisan definisi atau hal-hal 

lainnya yang perlu diatur lebih jelas sehingga tidak akan menimbulkan 

ambiguitas atau multitafsir.  Selain itu juga sumber daya manusia dari para 

penegak hukum diharapkan dapat lebih bersinergi dan bekerjasama antar 

instansi agar proses penyidikan dan penuntutan dapat berjalan dengan 

cepat dan jangan sampai ada yang berhenti dijalan. Perlunya peningkatan 

sarana dan fasilitas yang lebih modern dan canggih untuk mendukung 

kemudahan dalam penyelidikan dan penyidikan terlebih dalam skala besar 

karena menyangkut orang banyak. Hal lainnya yang penting juga adalah 

meningkatkan kesadaran masyarakat terkait literasi keuangan dan hukum 

agar tidak mudah tertipu oleh modus-modus modern yang sangat marak di 

masa sekarang.  
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